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Menimbang

Mengingat

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (71 Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 20 15 tentang Statuta Institut
Teknologi Sepuluh Nopember, perlu menetapkan Peraturan Rektor
Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pedoman

Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh
Nopember;

b. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Nomor lO Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungarr
ITS, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan
Organisasi dan Tata Kerja Institut Telarologi Sepuluh Nopember;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor
tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Institut
Teknologi Sepuluh Nopember;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 terrtar:lg Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 12 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2O14 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O 14 Nomor 16, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2O I 5 tentang Statuta
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Nomor 07 Tahun 2O16 tentang Kebijakan Umum;

PEDOMAN PELAKSANAAN KER"IA SAMA

DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
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5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Nomor 01 Tahun 202O tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan
Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor
Institut Telaeologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2Ol9 - 2024;

7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi
Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor krstitut Teknologi Sepuluh
Nopember Nomor 24 Tahun 2O19;

8. Peraturan Rektor Institut Telolologi Sepuluh Nopember Nomor 25
Tahun 2Ol9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di
Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Rektor Institut Telorologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019;

9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26
Tahun 2O19 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut,
Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaal, dan Unit di Lingkungan
Institut Tekeologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Nomor 22 Tah:un 2022 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26
Tahun 2019;

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam peraturan ini yang rlirnaksud dengan:
1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.

3. Kerja sama adalah suatu kegiatan antara pihak dari ITS dengan mitra kerja sama,

dengan asas saling memberi manfaat.
4. Anggota pelaksana kegiatan kerja sama adalah perorangan pegawai dan mahasiswa

ITS, kelompok, pusat studi, program studi, unit kerja, laboratorium, departemen,
fakultas, direldorat, atau pihak lain di luar ITS yang melaksanakan kegiatan kerl'a
sanea dan memiliki kompetensi yang sesuai untuk melaksanakan kegiatan kerja
sama dengan baik bersama mitra kerja sarna.

5. Ketua pelaksana kegiatan kerja sama adalah dosen atau tenaga kependidikan yang
bertanggung jawab penuh kepada Rektor, serta mitra kerja sarna terhadap kegiatan
kerja sarna yang dilaksanakan.

2

MEMUTUSKAN:
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.



6

7

Nota kesepahaman adalah pernyataan kesepaharnan untuk melakukan ke{a sa'na
dalam bidang tertentu antara ITS dengan mitra kerja sama.
Perjanjian kerja sama adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum
untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak mitra dan ITS dalam
menyelenggarakan keda sama di bidang yang disepakati bersama.
Inisiasi adalah proses mulai penjqjakan dan penelaahan sampai ditandatanganinya
keq'a sama antara ITS dengan mitra kerja sama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Peraturan ini ditetapkan dengan maksud untuk:
a. pedoman dalam pelaksanaan kerja sam.a antara ITS dengan mitra kerl'a sama; dan
b. salah satu dasar hukum ITS untuk melakukan kerja sama dengan mitra kerja sama.

Pasal 3
Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
a. implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi secara melembaga;
b. mengatur seluruh pihak di ITS dalarrr melaksanakan kegiatan kerja sarrra dengan

pihak mitra kerja sama yang mengatasnamakan ITS; dan
c. menunjang pendapatan ITS yang penggunaannya diperuntukkan:

1. kepentingan pengembangan institusi ITS;

2. peninglatan kesejahteraan pegawai dan mahasiswa ITS; dan
3. pengembangan ilmu pengetahuan dal teknologi.

Pasal 4
Ruang lingkup kerja sama yang dim6ft5qd dalam pedoman ini terdiii atas:
a. kerja sama pendirlikan;
b. kerja sama keuangan;
c. kerja sama sumber daya manusia dan organisasi;
d. ke{a sarna teknologi sistem informasi;
e. kerja sama penelitian;

f. ke{a sa"na pengabdian kepada masyarakat;
g. ke{a sa:na inovasi;
h. ke{a sama layanan industri;
i. ke{a sama kealumnian;
j. ke{a so'na hubungan internasional;
k. ke{a sama pemanfaatan laboratorium;
l. kerja sama pemanfaatan laboratorium waralaba;
m. kerja sama pemanfaatan aset ITS;

n. kerja sama usaha komersial, investasi dan permodalan;
o. kerja s.rna pengelolaal dana abadi;
p. ke{a sama sponsorship; dan
q. kerja sama lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturzrn perundang-

undzrngan.

8

J

BAB III
RUANG LINGKUP



Pasal 5
(l) Lingkup kegiatan kerja sama pendidikan sebagaimana r{irnaksud dalam pasal 4

huruf a, terdiri atas:
a. kerja sama penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan program saljana

terapan, sarjana, profesi, magister, dol<tor, dan post doctoral serta program Jbint
degtee;

b. kerja sarna pertukaran mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan;
c. kerja sama pengembangan kurikulum;
d. ke{a sama studi lanjut bagi pegawai ITS, mahasiswa ITS dan alumni ITS;
e. kerja sama pemberian beasiswa; dan
f. kerja sa'na lain dalam kegiatan bidang pendidikan dan kemahasiswaan.

{21 Lingkup kegiatan kerja sama bidang keuangan, sebagaimana rtimaksud dalarn
Pasal 4 huruf b meliputi kerja sa'na dengan institusi lain yang terkait dengan
keuangan.

(3) Lingkup kegiatan kerja sama bidang sumber daya manusia dan organisasi,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kerja sama pemanfaatan
sumber daya manusia dan pengelolaan organisasi.

(4) Lingkup kegiatan kerja sama bidang teknologi sistem informasi, sebagaimana
rlimaksud dalarn Pasal 4 huruf d meliputi kerja sama dengan institusi lain yang
terkait pembuatan dan pemalfaatan teknologi sistem informasi.

(5) Lingkup kegiatan kerja sama penelitian, s€bagaim614 dimaksud dalarn Pasal 4
huruf e, terdiri atas:
a. penelitian dana ITS;

b. penelitian dana badan pemerintah yang membidangi riset dan inovasi;
c. penelitian dana kementerian yang membidangi pendidikan;
d. penelitian dana kementerial di luar kementerian yang membidangi pendidikan;
e. penelitian dana pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten, kota);
f. penelitian dana badan usaha milik negara atau badan usaha tnilik daslah;
g. penelitian dana swasta dan/atau perorangan; dan
h. penelitian dana mitra kerja sama luar negeri.

(6) Lingkup kerja sama pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana rlirnaksud dalarn
Pasal 4 huruf f, terdid atas:
a. kerja sama dalam bidang pelatihan dan penyuluhan yang bersifat sosial;
b. ke{a sama dalam bidang pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat

daerah tertinggal;
c. kerja sama dalam bidang peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat;
d. kerja sama dalam melaksanakan program cortr)orate social responsibiltg badan

usaha; dan
e. kerja sarna pengabdian kepada masyarakat yang bersifat konsultasi.

(71 Lingkup ke{a sama inovasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri
atas:

a. kerjasarna pengembangan dan hilirisasi produk inovasi;
b. kerjasarna inkubasi startup; dan
c. kerja sama pengembangan kawasan sains teknologi-

(8) Lingkup kerja sama layanarr industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
h, terdiri atas:
a. design atau rancang-bangun atau rekayasa;
b. pengukuran atau pengujian atau survei;
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(e)

(lo)

(1 1)

(12)

(13)

(14)

c. perenczmaan dan pengawasan;

d. analisa teloris atau estimasi atau studi atau kajian;
e. analisa darnpak lingkungan atau audit rekayasa;
f. studi kelayakan;
g. tenaga ahli;
h. jasa pengemb anganr sofiutare;
i. jasa pengembangan peralatan;
j. jasa konsultansi;
k. kerja sama dalam bidang pelatiharr; dan
l. kerja sama profesional lain dala'n layanan industri.
Lingkup keq'a sama kealumnian sebagaimana rlirnerl<sud dalam Pasal 4 huruf i,
terdiri atas:

a. beasiswa alumni;
b. bantuan alumni untuk sarana dan prasarana;
c. bantuan alumni untuk pengembangan riset dan inovasi; dan
d. bantuan alumni untuk pengembangan bisnis starfup.
Lingkup kerja sama hubungan internasional s6!agaim41a dimaksud dalam Pasal 4
huruf j, meliputi pertukaran dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalarn
negeri atau internasional.
Kerja sama pemanfaatan laboratorium sebagaimana rlinaksud dalam Pasal 4 huruf
k, terdiri atas:

a. pengujian;

b. kalibrasi;
c. konsultasi;
d. pelatihan;
e. sertifikasi;
f. survei;
g. jasa; dan
h. layanan laboratorium lainnya.
Kerja sama pemanfaatan laboratorium waralaba sebagairt'ana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf l, yang merupakan laboratorium layanan di luar ITS yang dikerja
sarnakan dengan pihak ketiga, terdiii atas:
a. pengujian;
b. kalibrasi; dan
c. layanan tertentu.
Lingkup kerja sama pemanfaatan aset ITS sebagaimana riitnaksud dalam Pasal 4
huruf m, terdiri atas:

a. kerja sama pemanfaatan lahan milik atau yang dikelola ITS;

b. ke{a sama pemanfaatan gedung dan/atau ruangan milik atau yang dikelola ITS;

c. kerja sama pemanfaatan fasittas dan peralatan rnilik atau yang dikelola ITS; dan
d. ke{a sama pemanfaatan hak kekayaan intelekhral rnilik atau yang dikelola ITS.

Lingkup kerja sat'"a usaha komersial, investasi dan perrnodalan, sebagaimana
rlimerksud dalam Pasal 4 huruf n, terdiri atas:
a. usaha perd"gangan;
b- usaha jasa;

c. usaha manufaktur;
d. usaha bisnis ventura;
e. pendirian atau kerja sama unit usaha;
f. usaha pembiayaan; dan
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g. usaha komersial lain.
(15) Lingkup kerja sarna pengelolaan dana abadi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4

huruf o, terdiri atas:
a. penghimpunan dana abadi;
b. pemanfaatan dana abadi; dan
c. penyaluran hasil pemanfataan dana abadi.

Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut kerja sama pemanfaatan laboratorium waralaba, pemanfaatan
aset, kerja sama investasi dan permodalan, keda sama pengelolaan dana abadi ITS, dan
kerja sama sponsorship, masing-masing sebagaimana dima-ksud dalam Pasal 4 huruf 1,

huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, diatur dalam peraturan Rektor tersendti.

BAI} TV

KEWENANGAN

Pasal 7
(1) Wewenang untuk menandatangani suatu nota kesepahaman dan perjanjian kerja

sama adalah Rektor.
(2) Wewenang untuk menandatangani nota kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat

(1) adalah Wakil Rektor yang membidangr kerja sama apabila mitra kerja sama yang
menandatangani selevel dengan Wakil Rektor.

(3) Wewenang untuk menandatangani pe{anjian kerja sama sebagaimana dimaksud
ayat (1) adalah Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur yang terkait apabila mitra keq'a
sarna yang menandatangaai selevel dengan Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur yang
terkait.

(4) Ketentuan pen€rndatarlganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai

berikut:
a. kerja sarna sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh

Wakil Rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan, atau direktur
yang menangani urusan pascasarjana atau direlrhrr yang menangani urusan
kemahasiswaan.

b. ke{a sama sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh
Walil Rektor yang membidangi keuangan.

c. kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4)

dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang membidangi sumber daya malusia.
d. kerja se'na sebagaimana rtirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (5), ayat (6), ayat (71, ayat

(8), ayat (9), ayat (r0), ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) dilaksanakan
oleh Wakil Rektor yang membidangi kerja sarna atau direktorat yang menangani
urusan penelitian, inovasi, atau kerja sama.

Pasal 8
(l) Wewenang Dekan untuk menandatangani perjanjian keq'a sama sebagaimana

dimaksud dala'n Pasa-l 7 ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:
a. naitra kerja sama diwakili oleh Dekan atau yang setara; dan
b. ke{a sarna dalam ruang lingkup pendidikan.

(2) Dokumen kerja sama yang ditandatangani oleh Dekan, dikelola oleh direktorat yang
menangani urusan kerja sama alademik.
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Pasal 9
(1) Setiap unit di ITS dapat melakukan inisiasi kerja sama dengan instansi pemerintah

maupun swasta sesuai dengan bidang kerjalya.
(2) Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) dilakukan oleh masing-masing sesuai dengan kewenangan dalam Pasal 7.
(3) Dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat dibentuk tim pelalsana kerja sama yzrng terdiri dari ketua pelaksana dan
anggota pelaksana, yalg keanggotaannya harus memenuhi persyaratan bidang
keahlian atau kompetensi sesuai jenis kerja sama dimaksud dan/atau memenuhi
tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi.

(4) Tim Pelaksana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Rektor, Dekan dan/ atau Surat Penugasan Direktur sesuai dengan bidang
masing-masing, dan mempunyai kewajiban antara lain:
a. menandatangani kontrat atau Surat Pe{anjian Ke{'a (SPK), sesuai ketentuan

mitra ke4'a;

b. melaksanakan dan menyelesaikan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan
perjanjian kerja sama;

c. memberikan laporan mengenai kemajuan pekerjaan secara berkala dan hasil
akhir pekerjaan, dala'n bentuk dokumen cetakan dan sofifile, kepada Rektor atau
Dekan, atau Direkh.rr sesuai dengan bidang masing-masing;

d. bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaal kerja sama sesuai dengan isi
pefanjian kerja sama.

(5) Semua kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diaudit oleh audit internal
dan/ atau eksternal ITS.

BAE} V
MATERI NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal lO
(1) Materi nota kesepaharnan paling sedikit harus memuat tentang:

a. lambang dan identitas para pihak secara jelas dan lenglap;
b. maksud dan tujuan dibuat nota kesepahaman;
c. ruang lingkup kegiatan;
d. jangka walrhr berlakunya; dan
e. klausul lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(2) Materi perjanjian kerja sa'na paling sedikit harus memuat tentang:

a. lambang atau logo para pihak;
b. judul perjanjian kerja sama;
c. nomor pe{anjian kerja sarna;

d. resital atau premis;
e. maksud dan tujuan;
f. ruang lingkup kerja s"'na;
g. hak dan kewajiban para pihak;
h. nilai dan tata cara pembayaran;
i. jangka waktu berlakunya;
j. hak kekayaan intelektual;
k. korespondensi;
l. tata cara penyelesaian perselisihan;
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m. addendum;
n. keadaan memaksa; dan
o. klausul lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturErn perundang-

und€rng€ur.

Pasal 11
(r) Nota kesepaharrran dan perl'anjian kerja s"rna antara ITS dan mitra harus dibuat

dalam bahasa Indonesia.
(2) Nota kesepaharnan dan perjanjian kerja sa'na yang dibuat dalam bahasa asing

harus disertai dengan bahasa Indonesia.

BAB VI
KEMANFAATAN DAN KONTRIBUSI

Pasal 13

(l) Besarnya DPI dari pelaksanaan pe{anjian kerja sama sebagaimana yang dimaksud
dalarn Pasal 10 ayat (l), ditetapkan sebagai berikut:
a. O7o (nol persen) dari nilai kerja sama, bila kegiatan kerja sama bersifat non

komersial, ditetapkan dengan keputusan Rektor atau Wakil Rektor yang
membidangi keuangan.

b. 1O% (sepuluh persen) dari nilai ke4'a sarna, bila kegiatan ke{a sama bersifat
komersial.

c. Besaran DPI untuk nilai perjanjian kerja sama di atas Rp. 5.OOO.000.000,00
(Lima Milyar Rupiah), dapat kurang dari l0olo (sepuluh persen) dengan
keputusan Rektor berdasarkan permohonan melalui Wakil Rektor yang
membidangi kerja sama.

(2) Besaran DPI dapat diberikan kebijakan khusus, ditakukan dengan mekanisme
pengusulan kepada Rektor dari penginisiasi perjanjial kerja sama melalui direktorat
yang menangani um.san kerja sama.

(3) Pendapatan dari pengumpulan DPI sebagaimana rlirnaksud pada ayat (1), secara
periodik dimanfaatkan untuk pengembangan ITS, kesejahteraan pegawai, dan
mahasiswa ITS.
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Pasal 12

(1) Setiap pelaksanaan kegiatan kerja sar''a wajib memberikan kemaafaatan kepada
ITS.

(2) Kemanfaatan sebagaimana rlirn aksud pada ayat (l), wajib dituliskan dalam dokumen
kerja sa"'a.

(3) Setiap bentuk kerja sama yang menghasilkan pendapatan finansial atau komersial,
w4jib melalui direktorat yang menangani urusan ke{a sama.

(4) Pendapatan finansial sebagaimana dimal<sud pada ayat (3), wajib memberikan
kontribusi kepada ITS dalam bentuk Dana Pengembangan Institusi (DPI).

(5) Besaran DPI sebagaimana riirned<sud pada ayat (4), disesuaikan ruang lingkup ke{a
sama sesuai yang diatur dalam Pasal 5.

(6) Seluruh penerimaan dana dari pelaksanaan kegiatan pe{'anjian kerja sama
rlimasukkan daJan Virtual Account kerja sama atas nurma Rektor yang ditetapkan
dalarn keputusan Rektor.



Pasal 14
(1) Khusus pada kerja sama laboratorium, nilai ke{a sama setelah dipotong DpI dan

pajak dapat dimanfaatkan untuk:
a. biaya operasiona.l pelaksanaan kerja sama;
b. kontribusi untuk perawatan dan pengembangan laboratorium;
c. kontribusi untuk departemen bogl laboratorium di bawah departemen;
d. kontribusi untuk direktorat bagi laboratorium di bawah direktorat; atau
e. penambahan insentif kinerja untuk ketua, anggota, laboran atau teknisi

laboratorium.
(2) Kontribusi sebagairnana dimalsud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat

dimanfaatkan untuk dana kebersamaan.
(3) Pengaturan proporsi untuk pemanfaatan pendapatan yang dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Rektor tentang pedoman pengelolaan keuangan ITS.

BAE} VII
ADMIMSTRASI NOTA KESEPA}IAMAN DAN PERJANJIAN KER"IA SAMA

Pasal 15

(1) Administrasi nota kesepahaman meliputi administrasi sebelum dan sesudah
penandatanganan perjanjian.

(2) Administrasi penandatanganan nota kesepaharnan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut:
a. memperhatikan Nota Kesepahaman yang sudah ada;
b. perancangan perjanjian;
c. pemberian koreksi atau persetujuan berupa paraf oleh bawahan langsung dari

para pihak penandatangan perjanjian;
d. pencetakan dokumen perjanjian; dan
e. penandatanganan perjanjian.

(3) Pelaksana arlministrasi nota kesepahaman dilaksanakan oleh direlrtorat yang
menangani urusan kerja sama.

Pasal 16

(l) Administrasi perjanjian kerja sama meliputi ad:ninistrasi sebelum dan sesudah
penandatanganan perjanjian.

(2) Administrasi sebelum penandatanganan perjanjian kerja serna sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut:
a. memperhatikan Nota Kesepaharnan yang sudah ada;

b. perancangan perjanjian;
c. pemberian koreksi atau persetujuan berupa paraf oleh bawahan langsung dari

para pihak penandatangan perjanjian;
d. pencetakan dokumen perjanjian; dan
e. penandatanganan pe4'anjian.

(3) Administrasi setelah penandatanganan pe{anjian kerja sama mencakup kegiatan:
a. pengumsan pencairan dana perjanjian;
b. pemantauan kesesuaian pencairan dana sesuai dengan isi dalam perjanjian;
c. pengurusan pajak;
d. penyediaan kelengkapan administrasi guna pertanggungiawaban keuangan; dan
e. penyerahan laporan pekerjaan dari pelaksana kerja sama.
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(4) Pelaksana adrrrinistrasi perjanjian kerja sama 5slagairnana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) dilaksanalan oleh pihak yang melakukan penandatangan.
(5) Setiap dokumen perjanjian kerja sa"'a harus ditembuskan ke direktorat yang

menangani urusan kerja sama.

BAE} VIII
PERTANGGUNGJAWABAN KER.IA SAMA

Pasal 17

(f) Kewajiban pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan
antara ITS dengan rnitra kerja sarna.

(2) Pertanggungiawaban pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
berbasis luaran atau berbasis proses.

(3) Pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sarna berbasis luaran berupa laporan hasil
pelaksanaan pekedaan kerja sarna atau bentuk lain sesuai kesepakatan kerja sama.

(4) Pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama berbasis proses berupa surat
pertanggungjawaban (SPJ).

BAI} Ix
STANDAR TARIF

BAB X
BENTUK MITRA KERJA SAMA

Pasal 19

(1) Mitra kerja s""'a terdiri atas:
a. badan usaha yang berbadan hukum;
b. badan usaha yang bukan badan hukum;
c. perseorangan;

d. kelompok yang memiliki akte pendirian dari notaris; dan
e. bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(2) Badan ussha sslagairnana rlirnaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, paling

sedikit mempunyai:
a. akta pendirian;
b. susunan pengurus yang jelas;

c. kompetensi inti yang jelas dan berkait langsung dengan pekerjaan yang disepakati
dalarn kontrak; dan

d. surat ijin usaha.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Perjanjian yang telah ditakukan oleh ITS dengan mitra kerjasar''a sebelum ditetapkannya
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Pasal l8
Standar tarif yang digunakan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan
dapat mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh ITS, pemerintah, Bappenas,
organisasi profesi konsultan (INKINDO) maupun standar tarif resmi yang ditentukan
atau disepakati dengan pemberi kerja.



Peraturan Rektor ini 16tqF berlaku scrnpai berakhirnya pedanjian tersebut dan
pengelol;aannya dialihka[ kepa.da direktorat yang mengurusi kerjasama.

Pasal 21
Pada saat Feraturan Rehor ini mulai bcrlaku, Peraturan Rektor Institut Teloologi
Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2017 tentang pedoman kerjasama di linglunga:r
ITS, dinyatakan dicabut dnn tidak berlaku.

Pasl22
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pa.da tqnggal ditetapkan.

Ditetapkaa di Surabaya
pada tenggal 3 Januari 2023
REKTOR INSfiTUT IEKNOI,.OGI SEPULI'H

MOCHAMAD ASHARI
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